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ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan fisik menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun
2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangpa adalah perbuatan
vang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit stau luka berat. Disabkannya Undang-
undang Momor 23 Tabun 2004 in merupakan langkab awal dar perlindunpan
bagi korban kekerasan dalam romah tangga, kbususnya bagt istri vang menjadi
korban lindak pidana kekerasan fsik yang dilakokan oleh svaminya. Namun
dalam pelaksansannya ferdapal kendala-Kendala antuk mengungkap Lasosnya,
selain pemabaman dan kesadaran dan masyarakal yang masib mengangoap
kekermsan dalam rumah fangea mempakan persoalan internal keluarga, Hakim
juga mempunyal peranan penting, karera putusan hakim sebagal pernentu terakhir
dengan  menjatehkan  pidana  terhadap  pelako,  Penclitian  dilakukan  pads
Pengadilan Negeri Kelas [A Padang bertujusn ontuk: {a) Untuk mengetahui
bagaimanakah penerapan pidana dalam perkara tindak pidana kekerasan fsik
vang dilakokan suami atas istrinya di wilayah hukwn Pengadilan Negeri Padang,
{b) Untuk mengetabui aps yane menjadi pertimbangan hakim dalam menjatahkan
pidana lerhadap suami yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik atas istrinya
di wilavah hukum Pengadilan Nepgen Padang. Dalam penelitian ini digunakan
metode vuridis sosiologis dengan spesifikast pembahasannya yaite deskriptif dan
teknik pengumpulan datanva studi dokumen dan penelitian lapangan melalus
wawancara, kemudian dianalisis sccara kualitatif, Dan hasil peneliian penulis
dapat disimpulkan balwa putusan pidana vang dijatubkan hakim dalam perkars
tindak pidana kckerasan fisik vang dilakukan suami atas istinya di Pengadilan
Negeri Kelas [A Padang relatif ringan jika dibandingkan dengan ancaman pudans
vang diatur dalam Undang-undang PEDRT dan tuntutan dan Jaksa Penuniut
Umum pun tidak mencantumkan tuntutan vang maksimal vakni tidak lebih dan
satu tahun penjarm, Namum dalam menjatubkan putusan hakim jupa memilik
kebebasan dan kevakinan sendin dalam menetapkan berat ningannya pidana yang
akan dijatubkan kepada terdakws vang seimbang dengan kesalahannys dan hakim
juza harus mempertimbangkan dampak pidana yang dijatubkan. tersebut bagi
terdakwa di masa depan,



BALL ]

PENDAHULUAN

A, Latar Belakany Masalah

Kekerasan terhadap peremipuan dapat dikatakan sebagai suatu warisan
kubtural yang telah ada semenjak masa jahilivabh. Bahkan pada saat itu, kaum laki-
laki merasa bangpa mengubur anak perempuannya bidup-hidup denpan anggapan
bahwa perempuan merupakan “simbol malapetaka”, Bahkan sekarangpun hal ini
masih bisa dirasakan. Fenomena kekerasan terbadap perempusn ini bisa juga
diibaratkan seperti virus vang mudah menular pada semua masyarakat, baik it
masyarakat di Mepgara maju maupun pads masyarakat negarn berkembung, Hanya
saja di Megara-negara maju pemerinteh memiliki perbatian Xhosus dan berperan
aktif dalam merumuskan peraturan perundang-undangan cuna melindungi hak-
bak perempuan, hal terscbut telah ditkuti oleh Indonesia dengan mengsabkan
Undang-undane Nomor 23 Tehun 2004 temang Penghapusan Eckerasan dalam
Humah Tangga (selanjutnya discbut dengan singkatan Undang-undaneg PEDRT).

Divndangkammya  Undang-undang  PRKDRT, secara tidak  lungsung
pemerintah telah melindungl kavum perempuan den kekerasan dalam  rumah
tangga. Dalam undang-undang i korban berhak mendapatkan perlindungan dari
pihak kelvarga, kepolisian. kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau
pihax  lainnya  baik  semantars maupun  berdasarkan penetzfpun perintah

perlindungan dan pengadilan,



Perkawinan menuret Pasal | Undang-undang Momor 1Tahun 1974 alah
ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagal suami isin dengan
tjuan memebentuk keluarga {rumab tangga) vang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa, Di sini dapat dilihat tujuan utama perkawinan adalah
membentuk suaty keluargs, vaitn hubungsn antara seorang perempuan dan
searang laki-laki vang memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kedudukan suami
adalah scimbang dengan hak dan kedudukan istri dalam kehidupan rumah tangga
dan pergaulan dalam masyarakat, seria masing-masing pihak-pihak berhak wntuk
melakukan perbuatan hukum. Namun kenyataan vang ada dalam kehidupan
sampatlah berbeda, istri sering mendapalkan perlakuan kasar karena dianggap
sebapai pihak yung lemab. Hal ind menyebabkan ketimpangan atau perbedaan
pender vaitu perbedaan manusia dinilai dari jenis kelamin,

Keutuhan dan kerukunan nomah tangpa vang babayia, aman, tentram dan
damai merupakan dambaan setiap orang. Keutuhan dan kerukunan tersebut dapat
terzanggy, jika kualitas den pengendalian din tiduk dapat dikontrol. Pada akhirmya
dapat menimbulkan kekerasan, sehingya muncul rasa ketidakamanan  atau
ketidakadilan terhadap orang yvang berada dalam lingkup rumah tangga tersebul.
Dalam Pasal 4 Undang-undang PKDRT diatur bahwa:

“Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berlujuan:

a.mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga

b.melindungi kocban kekerasan dalam mumah tangga

e.menindak pelaku kekerssan dajurn rumab tangga, dan

d.memelihara keutuhan rumah tangga vang harmaonms”
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BAB IV

PENUTLP

Kesimpulan

Rerdasarkon dats- lata dan pembahasan yang telah dikemukokan di atas,

maka dapat distmpulkan:

.

12

Penerapan pidana dalam perkara kekerasan fisik yang dilakukan suami
terhadap istdnya di Pengadilan Negeri Padang relatif ringan, yokni tidak
febih dari enam hulan. Jika dibandingkan dengan ancaman pdana yang
digtur dalam  Undenp-undang PEDRT vaity paling lama lima lahun
penjurn. Dapat dilibat antura putusan hakim dengon aneaman pidome yag
distur dalam undang-undsng memiliki selisih yang jueh. Dan jaks:
penuotul wmm jugs belum mengajukan pidana yang maksimal, yakn
memberihan tuntulan yang tidok lebih dar satu twhun penjara sebagmmar
yang terdapal dalam pusal-pasal vang didakwakan.
Pertimbanpan  hakim  dalan  memutus  perkam kekerasan fisik yang
dilakukan suzini terhadap istrinva pada Pengadilan Negeri Padang adalah:

n.  Perbuatan merupakan undak pidana

b, Adunva kesalohan dan dapal dipertangpungjowahkan

¢, Ual-bal vang membertkan dan vang meringankan, yaitue terdic

atas:
Hal vange memberoikan.

1) Perbuaran terdakws merugikan orang lain
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